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P U T U S A N 

Nomor 155/Pdt.G/2021/PA.Mkm 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan 

putusan dalam perkara Cerai Talak antara: 

Pemohon, , tempat tanggal lahir Tanjung Alai, 03 November 1987, agama 

Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh petani, bertempat 

tinggal di Desa Tanjung Alai, Kecamatan Lubuk Pinang, 

Kabupaten Mukomuko, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 

Tanggal, 14 Juni 2021 memberikan kuasa kepada 1Kuasa 

Pemphon berkantor pada Kantor Hukum Pemohon & Rekan 

yang beralamat di Jalan Raya Penarik Bengkulu, Desa 

Penarik,Gg Mts Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko. 

E.mail : siahaanheriyanto82@gmail.com. HP 082371900737. 

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon; 

melawan 

Termohon, tempat tanggal lahir Lubuk Pinang, 17 Desember 1990, agama 

Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat 

tinggal di Pasar Panjang Desa Lubuk Pinang, Kecamatan 

Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, disebut Termohon; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Pemohon;  

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon; 

 

DUDUK PERKARA 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 

08 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko 

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 155/Pdt.G/2021/PA.Mkm, 

mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Jumat 

tanggal 20 November 2009, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 

242/18/XI/2009, tertanggal 23 November 2009, yang dikeluarkan oleh 

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pinang, 

Kabupaten Mukomuko. Adapun status perkawinan antara jejaka dan 

perawan; 

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga 

di rumah sewa milik orangtua Termohon selama 5 tahun, kemudian pindah 

ke rumah milik bersama di Pasar Panjang Desa Lubuk Pinang sampai 

dengan berpisah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan 

suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak  yang masing-masing 

bernama : 

1. Anak Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir tanggal 01 Juni 

2010; 

2. Anak Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir taggal, 20 Agustus 

2015; 

          sekarang kedua anak tersebut bersama Pemohon; 

3. Bahwa, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama 10 

tahun dan pada bulan Agustus 2020 mulai terjadi perselisihan dan 

pertengkaran antara Pemohon dan Termohon; 

4. Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara 

Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon yang tidak mendengarkan 

nasehat Pemohon, Termohon sejak mempunyai HP Android sering 

menelpon laki-laki lain, Termohon ketahuan sering menelpon laki-laki lain 

berdasarkan laporan kakak Termohon kepada adik Pemohon yang 

diteruskan ke Pemohon, Pemohon telah berusaha mngingatkan Termohon, 

namun Termohon malah marah sehingga terjadilah pertengkaran dimana 

Pemohon merusak HP Termohon, karena sayang, Pemohon akhirnya 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

 

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2021/PA.Mkm 
 

membelikan lagi Termohon HP baru, namun Termohon tidak juga berubah 

dan Termohon merasa Pemohon sudah tidak percaya lagi, sehingga 

Termohon memilh untuk pergi meninggalkan rumah; 

5. Bahwa, sejak saat itu Pemohon dan Termohon hidup berpisah, kemudian 

Pemohon tinggal dirumah milik orang tua pemohon bersama dengan 

anak-anak, sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah orangtua 

Termohon dan sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 10 bulan;   

6. Bahwa, selama berpisah sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk 

merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, karena 

Termohon sudah tidak mau lagi; 

7. Bahwa, atas keadaan tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga 

antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan 

Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja; 

8. Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul 

akibat perkara ini; 

Berdasarkan  alasan-alasan/dalil-dalil  yang Pemohon  kemukakan di 

atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Majelis 

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk 

menjatuhkan putusan sebagai berikut; 

Primer: 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk 

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan 

sidang Pengadilan Agama Mukomuko; 

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

Subsider: 

Atau apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang 

seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono); 

 

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang 

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut 

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan 

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon; 

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara 

menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta 

hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan 

Termohon akan tetapi tidak berhasil; 

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka 

mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan 

perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan 

membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap 

dipertahankan oleh Pemohon; 

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah 

hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon 

tidak dapat didengarkan; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon 

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut : 

1. Bukti Surat. 

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah 

mengajukan bukti surat berupa 1.Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pinang,  nomor: 242/18/XI/2009, tertanggal 

23 November 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap 

pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim 

Tunggal diberi tanda P1; 

2.  Bukti Saksi. 

Saksi 1, saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, 

bertempat tinggal di Pasar Belakang Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk 

Pinang, Kabupaten Mukomuko di persidangan saksi tersebut telah 

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai 

berikut: 

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon danTermohon;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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- Bahwa saksi sebagai saudara Pemohon;  

- Bahwa saksi tahu, Pemohon dengan Termohon punya hubungan 

sebagai suami isteri; 

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai anak yang 

sekarang ikut Pemohon;  

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah 

tangga tinggal di Pasar Belakang Lubuk Pinang;  

- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya kehidupan rumah tangga 

Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan 

Juli tahun 2020 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon 

tidak harmonis lagi;   

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon 

dengan Termohon setahu saksi adalah karena Termohon memiliki Pria 

Idaan Lain(PIL), Termohn sudah tidak mencintai Pemohon dan 

Termohon tidak taat kepada Pemohon;  

- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon dengan Termohon sudah 

berpisah sejak bulan Agustus tahun 2020 yang lalu;  

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dengan Termohon agar 

rukun kembali, namun tidak berhasil;  

Saksi 2, saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, 

bertempat tinggal di Tanjung Alay Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, 

Kabupaten Mukomuko di persidangan saksi tersebut telah memberikan 

keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: 

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon danTermohon;  

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon;  

- Bahwa saksi tahu, Pemohon dengan Termohon punya hubungan 

sebagai suami isteri; 

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak 

yang sekarang ikut Pemohon;  

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah 

tangga tinggal di Pasar Belakang Lubuk Pinang;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya kehidupan rumah tangga 

Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan 

Juli tahun 2020 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon 

tidak harmonis lagi;   

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon 

dengan Termohon setahu saksi adalah karena Termohon memiliki Pria 

Idaan Lain(PIL)/selingkuh;  

- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon dengan Termohon sudah 

berpisah sejak bulan Agustus tahun 2020 yang lalu;  

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dengan Termohon agar 

rukun kembali, namun tidak berhasil;  

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan 

membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya; 

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada 

permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon 

putusan; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala 

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai 

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 

sebagaimana telah diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan 

oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon 

tidak pernah hadir di persidangan;  

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak  

Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana 

dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) 

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974, ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk 

bercerai dengan Termohon; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di 

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak 

ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, 

maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa 

hadirnya Termohon; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan 

yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang 

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu hakim membebani 

Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;  

Menimbang, bahwa  Hakim tidak dapat mendamaikan Pemohon 

dengan Termohon termasuk usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena 

Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, namun Hakim menasihati 

Pemohon agar bersabar menghadapi Termohon dan berbaik kembali membina 

rumah tangga yang harmonis, tetapi tidak berhasil dengan demikian maksud 

Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 dan Pasal 143 ayat (1) 

dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;  

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini 

adalah sejak bulan Juli 2020, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai 

tidak rukun dan harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;  

Menimbang bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, 

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;  

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas 

nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh 

pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap 

pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 

10 tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 

tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan 

Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan 

aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai 
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fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;  

Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara 

ini, yang menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah 

melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 November 2009 yang tercatat di 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko serta 

pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Hakim 

menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh 

karenanya Hakim menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami 

istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang 

berkepentingan dalam perkara ini;  

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Pemohon telah memenuhi 

ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 

172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 

175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah 

memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg jo Pasal 1909 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);  

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 1 dan saksi 2 

Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri serta mendukung 

dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran 

antara Pemohon dan Termohon dan antara Pemohon dan Termohon telah 

pisah tempat tinggal sekitar 9 bulan lamanya. Oleh karenanya Hakim menilai 

saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah 

diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat 

dipertimbangkan lebih lanjut;  

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut di atas 

bersesuaian antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua 

orang saksi tersebut memenuhi 309 R.Bg;  

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan saksi-saksi Pemohon 

terbukti fakta kejadian sebagai berikut:  

 Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada pada 

tanggal 20 November 2009 yang tercatat di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Lubukj Pinang, Kabupaten Mukomuko, sudah dikaruniai 1 orang 
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anak; 

 Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena 

Termohon memiliki Pria Idaman Lain(selingkuh) dan juga termohon  tidak 

taat kepada Pemohon; 

-  Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan 

hak dan kewajiban sebagai suami istri; 

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Pemohon tidak 

pernah menunjukkan sikap untuk rukun kembali dengan Termohon, hal tersebut 

menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sehingga 

Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan 

Termohon telah memuncak yang berakibat tidak ada lagi ikatan lahir batin;  

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon 

terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan 

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka jika perkawinan Pemohon 

dengan Termohon diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu 

membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah 

sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang 

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada 

maksud firman Allah SWT. dalam al-Qur’an surat al-Rum ayat 21 yang Artinya : 

”Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu 

istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 

kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, 

sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 

kaum yang berpikir”;  

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan 

Termohon tersebut, Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga 

yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan 

justru sebaliknya akan menimbulkan kemudaratan baik itu bagi Pemohon 

ataupun Termohon, sementara itu suatu kemudaratan harus dihilangkan sesuai 

dengan kaidah fikih: 
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 الامكان بقدر يدفع الضرر

“Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin.”   

 المصالح جلب على مقدم المفاسد درأ

“ Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari 

kemaslahatan”; 

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan 

perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan 

kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian keadaannya, 

Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih 

mengandung kemanfaatan dan atau kemaslahatan baik itu bagi Pemohon 

ataupun Termohon. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang termaktub dalam 

kitab Hikmatut Tasyri Wafalsafatuh halaman 57, yang Artinya : “Sesungguhnya 

Allah dan Rasulnya menghalalkan perceraian namun mencelanya kecuali 

perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami atau istri atau bagi 

keduanya”.  

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang yang 

dekat Pemohon, oleh karena itu ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 

2019 tentang Perkawinan telah terpenuhi;  

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

di atas, alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah 

memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf 

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula 

dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri 

terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan 

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat 

dapat dikabulkan; 

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah 
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bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), selama menikah 

belum pernah bercerai, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon 

dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj’i 

terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;  

Menimbang, bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh 

seorang suami terhadap isteri atas izin Hakim, yang mana akibat hukum dari 

talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan 

bilama mana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat 

hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru; 

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, 

sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat 

dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;  

Mengingat, ketentuan hukum Islam, dan segala peraturan 

perundangundangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini; 

 

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap di persidangan, tidak hadir;  

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;  

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu 

raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama 

Mukomuko; 

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp. 670.000,00 (Enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);  

Demikian diputuskan di Mukomuko pada hari Senin tanggal 21 Juni 

2021 Masehi bertepatan dengan tanggal  10 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh 

Fatullah, S.Ag sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari 

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh Fauzi, S.H.I., 
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M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa 

hadirnya Termohon. 

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00 

-  Proses : Rp 75.000,00 

-  Panggilan : Rp  525.000,00 

-  PNBP : Rp 20.000,00 

-  Sumpah : Rp ,00 

-  Penerjemah : Rp ,00 

-  Redaksi : Rp 10.000,00 

-  Meterai : Rp 10.000,00 

J u m l a h : Rp 670.000,00 

(Enam ratus tujuh puluh ribu rupiah). 

Hakim Tunggal, 

 

 

Fatullah, S.Ag 

Panitera Pengganti, 

 

 

Fauzi, S.H.I., M.H. 
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